
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tab.un 1965 Nvwo1· 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3569); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, rnerupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan 
Umum APBD serta Prtoritas dan Plafon Anggaran yang 
telah dieepaknti bersama antara pemerintah daerah 
dengan DPRD pada tangga] 23 Oktober 2017: 

c. bahwa bel'dasa.rkan perlimbangan sebagaimana 
dimaksud da)am huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 TB.hun 2014 
tentang Pemcrintahan Dacrah .sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah (APBDJ 
di~rtai ptmj~lasan dan dokumen-dokumen 
pendukungnya kepa.da Dewan Perwak:ilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk mernperoleh persetujuan 
bersama; 

BUPATI PRINGSEWU, 

OENOAN RAHMA'l' TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHCN ANGGARAN 2018 

TENTANG 

BUPATI PRINGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH· KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR ~ 3 TAHUN 2017 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bcl"$ih clan Bebae dari 
Knnl(IAi, Knlusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Neganl [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

5. Un.dang-Undang Nomor l Tahon 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembman Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lemba.ran .Nepra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nornor 25 T&hun 200'1 tent.11ng 
Si.st.em Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Periinbanpn Keu.angan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (l..embanin Negara RP.publik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung fLembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tunbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932}; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenamg Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembanm Negara Republik Jndonesia 
Nomor 5049}; 

11. Undang-lJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera.tura.n Perundang-undan$llll 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Namor 5234); 

~. 



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomo1· 244, Tambahan 
Lembaran Negara. Republik Indon.e!lia Nomor 5587) 
seblwrlmana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admjnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lemba.ran Nc:gaua. Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

14. Pcraturan Pemerintah Noznor 109 Tahun 2000 
t.entang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Pera.turan Pemerintah Nuwor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelobum Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45021 sebagaimanu tehth diubah 
denpn Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200!> tentang 
Dana Perhnbangari (Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Infomiasi Ke~ Daerah (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tumbahnn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomur 110, Tumba11an Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1578); 

19. Pera.turan Pcmcrintah Nom.or 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembtmm Neg,IU'a Republik Indonesia Nomor 4585); 

,-. 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pe1aporan Keuanpn dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lenibanm Negara Rcpublik. 
lndont'.sfa Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Lapomn Penyelengganan Pemerintahan Daemh 
Kepada Pemerintah, I.aporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada. DPRD, 
dan lnfonmusi Laporan Penyelengganan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyuakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 46931; 

22. Pera.turan Pemerintab Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tam.bahan Lembaran Nepm Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lcmbaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

24. Peraturan Pcmcrintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Nepra Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 18, 
Tam.bahan Lembe.ran Negl'lm Republik Indonesia 
Nomor 4972) aebapimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah No1110T 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ttlhun 2012 
Nomor 195, Tambab.an Lembaxan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5352); 

26. Pemturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tat.a. Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambehan Lembmrm Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerinm.h Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntanai Pemerintahan (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 



. -·-·-··---------- 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran .Negara Republik 
Indonesia M1un 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembamn Negara Republiklndonesia Nomor 5219); 

29. Pera.twan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerab llembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lemba.ran 
Nepra Republik lndoneain Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan I..anbaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5533); 

31. Peratunm Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Nepra Repuhlik 
Jndonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

32. Peraturan .Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pecloman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Nepra Republik Indonesia Tahun 2017 Namor 73, 
Tambehan Lembanm Negara Republik lndonesfa 
Nomw 6041]; 

33. Pera.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak KeJJanpn dan Adminiatratif Pimpinan dan 
Angota Dewan PerwakilaJl Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republilt Indonesia Tahun 2017 Nomar 6057); 

34. Peratunm Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Penga<taan Barang/Jaaa Pemerlntah aebagatmana 
telah diubah beberapakali t:erakhir dengan Peraturan 
Preaiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Nepra 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

35. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanpn Daerah 
11eb:lgllimana tdah diubeh bebempakali terakhir 
dengan Pemtumn Menteri Da1am Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor310); 

36. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Barlau Layanan Umum Daenlh; 

37. Peraturan Menr.ert DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman PeDJ.berian Hibah dan 
Bantuan Soaial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Da.erah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 450) 
aebagaiinana telah diubah bcberapa kali terakhir 
d.enpn .Peratunm Menteri Dalam NegP.ri Nomnr t 4 
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor54l); 



PERA'IURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

MEMUTUSKAN; 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
.KAHUPAT.l!:N P.l<JNGS!!:WU 

DAN 

BUPATI PRINGSEWU 

38. Peratumn MP.nt.P.ai Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Betit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2017 b:ntlm8 ~nmMp Penyusw1 Anggaran 
Penda.patan dan Belanja Daerah Tahun An8garan 
2018 IBerit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor825); 

40. Peraturan Menteri Dalaln Nqieri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Uaerab. tierta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operaaional (Serita Negara Republik lndoneai.a 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

41. Pcraturan Ds.erah Ka.bupaten Pringaewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah {Lembanm Daerah Kabupa.ten 
Pring&ewu Tahun 2010 Nomor07); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pringeewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Ka.bupatcn PringBeWU (Lembman 
Daerah Kabupaten ~ Tahun 2016 Nomor 16); 

43. Pcmturan Daerah Kabupa.ten Pringaewu N01n0r OS 
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwaln1an Rakyat Daerah Kabupaten 
Pringllewu (Lembaran Daerah Kabupatcn Pringaewu 
Tahun 2017 NODIQI' 05); 

Menetapkan 

.. -, 



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah aehagaimana 
dllnabud pad.a aya1 (1) hwuf c tcrdiri dari jcnis 
pendapatan: 
a. pendapatan hibah Rp. 44.112.200.000,00 

(3) Dana perimbanpn aebagaimana dimak8Ud pada 
ayat ( 1) huruf' b terdiri. dari jenie Pendapatan: 
a. dana ~ hB.flil pajak/bagi Rp. 23.973.205.500,00 

basil bukan pajak &ejumlah 
b. dana aJokasi um.um sejnmlah Rp. 621.967.45().000,00 
c. dana alokaai khusua aejumlah Rp. 203.636.312.000,00 

Rp. 57.748.000.000,00 

18.952.500.000,00 
4.484.000.000,00 
1.350.000.000,00 

a. pajak daerah sejumlah. Rp. 
b. retribusi daerah sejnmlah Rp. 
c. hallil pengelolaan kekayaan Rp. 

daerah yang dipiuhkan 
eejumlah 

d. lain-lain pendapatan aali 
daerah yang sah aejumlah 

(2) Pendapata.n asli daerah sebapimana dimakaud pada 
ayat ( l) hunlf a terdiri dari: 

(1) Pendapatan daerah aebapimana dimalcaud dalam 
Pasal 1 terdiri dari: 
a. pendapata.n asli daerah Rp. 82.534.500.000,00 

aejumleh 
b. dana perimbangan sejumlah Rp. 849.576.967.500,00 
c. lain-lain Pendapatan Oaerah Rp. 251.747.989.000,00 

yang sah &ejumlah 

Pasal 2 

o,oo Rp. 

37.500.000.000,00 (-) Rp. 

37 .500.000.000,00 
0,00 {-) 

Rp. 
Rp. 2. Pengeluaran 

Pembiayaan Neto 

8isa lebih pembiayaan 
Anggaran tahun berkenaan 

Rp. 1.183.859.456.500,00 
Rp. 1.221.359.456.500,00 H 
Rp. (37.500.000.000,00) 

Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Anggaran 2018 aehapi berikut: 
a pendapatan daerah 
b. belanja daerah 

Surplua/(defisit) 
e, Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan 

Pasal I 



(2) Penerimaan aehapimana djmaksud pada ayat (1) 
huruf a tenfiri dari jenis pembiayaan sisa lebih 
perltitUngan anggaran tabun aebelumnya 
eejuaila.b Rp. 37.500.000.000,00 

Rp. 37.500.000.000,00 
J<p. 0,00 

a. penerimaan eejnm\ah 
b. pengeluamn sejumlah 

(1) Pembiayaan daerah aebapjmana dimaksud dalaJD 
Pasa1 1 ta'diri dari: 

Pasa14 

Rp. 225.161.701.525,00 e, belanja modal aejumlah 

(3) Belanja langaung sebagaimana dimakaud pada 
a.vat { 1) huruf b teJdiri dari jenis belanja: 
a. belanja pegawai sejumlah Rp. 56.258.650.000,00 
b. belanja barang danjasa Rp. 255.442.037.585,00 

aejum1ah ·"" 

(1) Behmja dacillh &ebepimana <lim..Jnsud daJam 
Pa.sa1 1 terdiri dari: 
a. belanja tidak langsung Rp. 684.497.067.390,00 

aejumlah 
b. belanja langaung aajumlah Rp. 536.862.389.110,00 

(2) Belanja. tidak langeung eebapimana djmakeud pada 
ayat (1) huruf a terdiri darijenia belanja: 
a. belanja pegawai sejumlah Rp. 485. 761.698.840,00 
b. belanja hibah aejumlah Rp. 21.567.800.000,00 
c. belanja bantuan aoaial Rp. 1.815.498.400,00 

sejum1ah 
d. beJanja bagi haail kepada Rp. .2.343.650.000,00 

provinai/kabupaten/ deea 
e, belanja bantuan buanpn Rp. 172.508.420.150,00 

aejumlah 
f. belanja tidak terduga Rp. 500.000.000,00 

aejnm)ah 

Pa8813 

Rp. 105.705.853.000,00 

b. clana bagi hasilpajakdari Rp. 75.679.936.000,00 
provinai clan pemerintah aejumlah 

e, clana penye•uaian dan Rp. 26.250.000.000,00 
otonomi khusus aejumlah 

d. pendapatan lainnya 



13upati. menetapkall Peralwan tentang pcnj~banm 
angani.n pendapatan dan belanja daerah sebapi 
landayn operasional pelaksanaan. 

Pasal6 

obligasi 

k. Lam.piran XI 

j. Lampiran x 

i. Lam.piran IX 

g. Lam.piran VD 

h. Lam.pjnm VTII 

f. Lam.piran VI 

e, Lam.piran V 

d. Lampinm IV 

c, Lam.pimn Ill 

a. Lam.pimn l 
b. Lampimnil 

• Ringkas.an Ranr.angan APRT); 
Ringlcuan. Rancangan APBD 
menurut Uruaan Pemerintah 
Daerah dan Organieasi; 
Rincian Rancanpn APBD menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, 
Orpnisasl, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

Rekapitulaai Belanja. menurut 
Urusan Pemerintah Daenih, 
Organisasi, Program, dan kegiat.an; 
Rekapi:tulaai Belanja Daerab untuk 
Keeelarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintah Daerah <Ian 
Fungai dalam K.enmgka 
Pengelolaan Keuang.an Negara; 
Daftar Jumlah Pf!gawai Per 
GoJongan dan Perjabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 
Daftar perkiraan penambahan dan 
penguranpn aset tetap daerah; 
Daftar perkiraan penambaban dan 
pengurangan aset Jajnnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun 
sebelumnya yang belum 
diseleooikan dan cliangprkan 
kembeli dalaJn tahun anggaran ini; 

I. Lampiran xn T>aftar dana cadangan daerah; 

Dl. Lampiran XDI : Daftar Pinjaman Daenlh dan 

Paaal5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah aehapimana dimaksud dalaJn Paaa1 1 
tereantum dalam Lampiran yang merupaiam hagisn yang 
tidak terpi981hkan dari Peratumn .Daerah ini, yang terdiri 
dari: 



Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

lfOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 
PROVlNSI LAMPUNG NOMOR: 09P)38/tflijfZ017 

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 13 

A. BUDIMAN PM 

dto 

Diundans)mn di Prinpcwu 
pada tanggal 2S Deeeob9" ~017 

SEKRETARIS DAER.AH KABUPA TEN PRINGSEWU. 

dto 
SUJADI 

Ditetapkan di Pringsewu 
pad.a tanggaI a3 Desed>eJ:" 2U17 

BUPA.TI PRINGSEWU, 

Peratut'Bll Daerah ini mula.i berJaku pad.a tanggal 
diundangkan. 

Apr aetiap onmg me.ngctahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Da.er&h un denga.n 
penempe.tannya dalam Lem.berm Daerah Ka.bu.paten 
Pringsewu. 

Pasal 7 



24. Se'k:retariat Dae!ah. . . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . 112 

21. Dinas Plertanian.. .. . . .. . .. .. . ..... ..... .. .. .. .. .. .. .. . .. 101 

22. Dewan Pcnvakilan Rakyat Dacrah 110 

23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. . . . .. .. .. . .. .. 111 

20. Dinas J>erikanan 007 

18. Dinas Kepemudaan, OJahraga clan Pariwisata 088 
19. Din.as Perpustakaan dan Kearsipan 093 

Sa.tu. J-inru .. . . • •. . . • .• . . . .. . . • . . . ..... .. .. . .. . . . . . .• . . . . . .. • • . . . • . .. . . • .. . . . . . ()84 

10. Dinas Lingkungan Hidup 054 
11. B>«dan Penanggulangan Bencana Daerah 058 
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 002 
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Pekon 066 
14. Dinas Perhubungan 070 
15. Dinas Komunikasi clan Informatika 074 
16. Dinas Koperasi, UKM, Perdagan(PUl dan Perindustrian. 079 
17. Di.o.as Pena.wunan Modal dan PcJayanan Tcrpadu 

9. Dina& IC.etaharian Pa.ngan .. .... .. . . .. .... • .. • .• • • •. • • • •• •• • .• •• •. . •. ...... ... 050 

1. Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi 041 
8. Dinas Pemberdayaan Pe1ernpuan, Perlindungan Anak. 

PengendaHan Penduduk, dan Keluarga Berencana ....... 045 

6. Dillas Sosial. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. ... .. .. . ... .. . ... .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . ... ... . 036 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .•......... 022 
4. Kantor .Kesatuan Bangsa dan Politik 030 
5. Satuan Polisi Pllmong Praja 033 

2. Dina& Xesehatan 015 

Daltar Ltanpinm 

A. Lampiran I : Ringkasan APBD.. .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . .• .. .. • . • .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. 001 

B. Lampiran n : Ringkasan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisaai 002 

C. Lampiran lfi ; Rincian APBO mcnurut UrwJan Pcmcrintahan Daerah, 
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